
 
 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 15 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir Pada Tahun 2022 maka seluruh Kepala 

Perangkat Daerah menyusun  Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2023-2026;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2023-2026; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
 

  

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 2008 (Lemabaran Negara Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 136); 
 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 
 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114);  
 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 

sebagaimana diperbaharui melalui Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 
 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 
 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2021 Nomor 6); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Nomor 66), sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2021 Nomor 2);  
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-

2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun 2018 Nomor 1); 
 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 98); 
 

27. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT TAHUN 2023-2026 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah 
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan daerah. 

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut RPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 4 
(empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai 

dengan tahun 2026. 

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana 

Pembangunan Perangkat Daerah yang merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 

sampai dengan tahun 2026. 

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 

pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang 
tersedia. 

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber 
daya Daerah secara terencana untuk mewujudkan 
tujuan dan sasaran Daerah. 

9. Tujuan adalah arah pembangunan Daerah yang 
dilakukan oleh perangkat daerah. 

10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang 
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil 

pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program 

Perangkat Daerah. 

11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran. 

12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang 

dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai 
sasaran RPD. 

13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

14. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

15. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan 
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang 
dan jasa. 

 

  



- 7 - 
 

BAB II 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Pasal 2 

Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas : 

a. BAB I :  PENDAHULUAN 

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH  

c. BAB III :  PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

d. BAB IV :  TUJUAN DAN SASARAN 

e. BAB V :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

f. BAB VI :  RENCANA PROGRAM DAN 

KEGIATAN SERTA PENDANAAN   

g. BAB VII :  KINERJA PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN  

h. BAB VIII :  PENUTUP  

Pasal 3 

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2023-2026 merupakan kumpulan dari Renstra 

masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi:  

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;  

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

f. Badan Pendapatan Daerah; 

g. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
k. Dinas Kesehatan; 

l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

n. Dinas Sosial; 

o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

p. Dinas Lingkungan Hidup; 
q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 

r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat; 

t. Dinas Perhubungan; 

u. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian; 
v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
x. Dinas Pariwisata; 
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y. Dinas Pertanian; 

z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah; 

aa. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; 

bb. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 

dd. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 

ee. RSUD Sultan Imanuddin; 

ff. Kecamatan Arut Selatan; 

gg. Kecamatan Arut Utara; 

hh. Kecamatan Kotawaringin Lama; 

ii. Kecamatan Kumai; 
jj. Kecamatan Pangkalan Banteng; 

kk. Kecamatan Pangkalan Lada. 
 

Pasal 4 

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal (3), tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 5 

Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi perangkat 

daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat 
Daerah. 

 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 

Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab 
atas pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu 
sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan 

strategis daerah. 

(3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV 

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 7 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dapat 

dilakukan perubahan apabila : 

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

adanya ketidaksesuaian antara asumsi 

perencanaan dengan kondisi eksisting; 

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

adanya kesenjangan yang signifikan antara target 

dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 

berjalan; 

c. Terjadi perubahan mendasar. 

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal 
terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan 

luar biasa, dan perintah dari peraturan yang lebih 
tinggi. 

 
Pasal 8 

(1) Renstra Perangkat Daerah Perubahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal (7) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

 

(2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten 
Kotawaringin Barat yang telah disusun dan 

ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan ini. 
 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

Pada saat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 

belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat 

Daerah Tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Provinsi, 

serta mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 

pada tanggal 25 Maret 2022 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

 

 

 

NURHIDAYAH      

 

Diundangkan di Pangkalan Bun 

pada tanggal 25 Maret 2022 

  SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

 

 

   SUYANTO 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 

NOMOR     : 15 Tahun 2022 

 

 KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP. 19760904 200501 1 010


